PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR : % TAHUN 2006

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

Da.

KABUFATEN PATI TAHUN 2007
BUPATI PAT],

bahwa dalam rangka ketertiban perencanaan dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan, operasi, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pati perlu disusun standar satuan harga
sebagatimana terfuang dalam Siandarisasi Biava Kegiatan dan Honorarium,
Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2007:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu
menetapkan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan

Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2007 dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi. Jawa Tengah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);



10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tfentang Pemeriksaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan I embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daecrah
Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4609},



Menetapkan

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor § Tahun 2006 tentang
Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pangadaan Barang/Jasa

Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Dacrah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAY A KEGIATAN

DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI
HARGA PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2007.

Pasal 1

Standarisasi Biava Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan
Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebuiuhan Pemerintah Kabupaten Pati

Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 2

Standarisasi Biayva Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan
Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati
sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan batas harga tertinggi vang tidak

boleh dilampaui dan sudah termasuk pajak-pajak dan jasa lainnva.
Pasal 3
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada

harga satuan vang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan

tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
Pasal 4

smilthan ienis barang vang akan dibeli/dipergunakan sejavh mungkin
o )

disesuaikan/setara dengan jenis barang yang telah ditentukan,



Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan imi terjadi perubahan harga vang
melebihi Standarisasi dan atau tidak tercantum dalam Standarisasi maka
pelaksanaannya harus mendapatkan rekomendasi dari Tim Penyusun
Standarisasi Biava Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan dan

Honorarium dan dimintakan ijin Bupati.
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku untuk perencanaan dan pelaksanaan Kkegiatan
Tahun Anggaran 2007.

Agar sctiap orang mengstahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaien Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal {7 Jull 2006
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